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Abstract: The development of digital technology has encouraged children to become 

active users of social media, thereby exposing them to various risks concerning their 

rights, safety, and development. This study aims to analyze the legal framework for 

protecting children who use social media in Indonesia and to formulate an ideal legal 

regulatory concept to address the normative gap concerning the minimum age 

requirement. This study employs a normative legal research method using conceptual 

and comparative legal approaches. It analyzes Indonesian legislation, legal doctrines, 

and minimum-age regulatory practices in the United States and the European Union. 

The results indicate that the legal framework for protecting child social media users in 

Indonesia remains general and does not specifically regulate a minimum age 

requirement. Consequently, preventive measures to protect children in the digital 

environment remain inadequate. An ideal legal regulatory framework requires the 

establishment of a minimum age requirement through specific regulations, accompanied 

by age-verification mechanisms, obligations for platforms to provide child-safety 

features, parental consent requirements, digital literacy education, and structured state 

supervision. This study recommends the establishment of specific regulations governing 

the minimum age for social media use, taking into account the principle of the best 

interests of the child, legal certainty, and the responsibilities of the state and electronic 

system providers. 

Abstrak: Perkembangan teknologi digital mendorong anak menjadi pengguna aktif 

media sosial, sehingga menimbulkan berbagai risiko terhadap hak, keselamatan, dan 

perkembangan mereka. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum 

perlindungan anak pengguna media sosial di Indonesia serta merumuskan konsep 

pengaturan hukum ideal untuk mengatasi kekosongan norma terkait batas usia 

minimum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan 

konseptual dan perbandingan hukum, menganalisis peraturan perundang-undangan 

nasional, doktrin hukum, serta praktik pengaturan usia minimum di Amerika Serikat dan 

Uni Eropa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum perlindungan anak 

pengguna media sosial di Indonesia masih bersifat umum dan belum mengatur secara 

khusus batas usia minimum, sehingga instrumen preventif bagi anak di ruang digital 

belum memadai. Konsep pengaturan hukum yang ideal menuntut penetapan batas usia 

minimum melalui regulasi khusus yang disertai mekanisme verifikasi usia, kewajiban 

platform menyediakan fitur keamanan anak, penerapan persetujuan orang tua, edukasi 

literasi digital, serta pengawasan negara secara terstruktur. Penelitian ini 

merekomendasikan pembentukan regulasi khusus mengenai batas usia minimum 

penggunaan media sosial yang memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, 

kepastian hukum, serta tanggung jawab negara dan penyelenggara sistem elektronik. 
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PENDAHULUAN 

Perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan wujud tanggung jawab negara dalam 

memastikan bahwa setiap individu memperoleh jaminan atas hak-hak dasarnya, termasuk anak 

sebagai kelompok yang secara fisik, mental, dan sosial masih berada dalam proses 

pertumbuhan (Rahim, 2023). Kekhususan kedudukan anak menuntut negara memberikan 

perlindungan hukum yang bersifat preventif, represif, maupun rehabilitatif, sejalan dengan 

prinsip bahwa hak-hak anak melekat sejak lahir dan tidak dapat dikurangi oleh alasan apa pun 

(Said, Ilham, & Nugroho, 2025). 

Perkembangan teknologi informasi turut menghadirkan risiko baru bagi anak, terutama 

sejak anak menjadi pengguna aktif media sosial. Anak belum memiliki kematangan emosional 
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dan kemampuan berpikir kritis yang memadai untuk menyaring informasi yang diterimanya, 

sehingga rentan mengalami dampak negatif berupa pelanggaran privasi hingga gangguan 

kesehatan mental (Rahmadani, Lestari, & Astuti, 2025). Penelitian lain menunjukkan bahwa 

penggunaan media sosial oleh anak dan remaja berkorelasi dengan berbagai persoalan hukum 

dan kesehatan apabila tidak disertai pendampingan yang memadai (Fadilah, Septriani, Nasywa 

Putri, & Fansurna, 2023). Media sosial bahkan telah menjadi salah satu sarana yang 

dimanfaatkan dalam kasus eksploitasi anak (Jean, Siregar, & Firmansyah, 2023). 

Selama bertahun-tahun, pengaturan hukum di Indonesia terkait perlindungan anak 

pengguna media sosial masih bersifat umum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, maupun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi 

belum satu pun menetapkan batas usia minimum penggunaan media sosial secara eksplisit. 

Kekosongan norma tersebut mulai diisi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 

tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, yang 

dikenal sebagai PP TUNAS, sebagai pelaksanaan Pasal 16A ayat (5) dan Pasal 16B ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE. Melalui aturan 

teknis Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, pemerintah 

mewajibkan penyelenggara sistem elektronik berisiko tinggi menonaktifkan akun pengguna 

berusia di bawah 16 tahun, efektif berlaku sejak 28 Maret 2026. Kebijakan ini didorong oleh 

data bahwa 48 persen pengguna internet Indonesia adalah anak di bawah 18 tahun, lebih dari 

80 persen anak mengakses internet setiap hari dengan durasi rata-rata tujuh jam, serta temuan 

Badan Pusat Statistik bahwa 35,57 persen anak usia dini telah mampu mengakses internet 

secara mandiri (Akbar, 2026). 

Kebijakan pembatasan usia semacam ini sejalan dengan tren global. Amerika Serikat 

melalui Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) mewajibkan verifiable parental 

consent bagi anak di bawah 13 tahun, diperkuat dengan pembaruan aturan Federal Trade 

Commission (FTC) tahun 2025 dan kebijakan verifikasi usia Februari 2026 (Federal Trade 

Commission, 2026). Uni Eropa mengatur melalui Pasal 8 GDPR dengan ambang usia default 

16 tahun yang dapat diturunkan hingga 13 tahun oleh negara anggota, serta Pasal 28 Digital 

Services Act (DSA) yang mewajibkan platform besar melakukan asesmen risiko bagi pengguna 

anak. Australia bahkan menerapkan larangan total penggunaan media sosial bagi anak di bawah 

16 tahun, sementara Prancis pada Januari 2026 menyetujui rancangan undang-undang yang 

melarang akses platform digital bagi anak di bawah 15 tahun tanpa izin orang tua (Akbar, 

2026). Dengan terbitnya PP TUNAS, Indonesia menjadi salah satu negara non-Barat pertama 

yang menerapkan kebijakan pembatasan usia serupa secara nasional. 

Kajian mengenai kekosongan regulasi usia minimum di Indonesia sebelumnya telah 

disinggung oleh Abdillah, Madjid, dan Ruslijanto (2023), sebelum PP TUNAS diterbitkan. 

Penelitian ini melengkapi kajian tersebut dengan menganalisis substansi PP TUNAS yang baru 

efektif berlaku, mengevaluasi kesesuaiannya dengan praktik internasional pada COPPA, 

GDPR, dan DSA, serta mengidentifikasi tantangan implementasi yang dihadapi pada bulan-

bulan awal pemberlakuannya, suatu aspek yang belum banyak dikaji dalam literatur hukum 

Indonesia mengingat regulasi ini masih sangat baru. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua 

pertanyaan, yaitu bagaimana pengaturan hukum perlindungan anak pengguna media sosial di 

Indonesia setelah terbitnya PP TUNAS, dan apa tantangan implementasi serta konsep 

penyempurnaan yang diperlukan agar pengaturan tersebut berjalan efektif. Penelitian ini 

bertujuan menganalisis substansi pengaturan PP TUNAS serta merumuskan rekomendasi 

penguatan implementasinya berdasarkan perbandingan dengan praktik hukum internasional. 
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Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum perlindungan anak dan 

hukum siber yang responsif terhadap perkembangan regulasi terkini; secara praktis, penelitian 

ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, penyelenggara platform digital, 

orang tua, dan akademisi dalam mengawal efektivitas PP TUNAS. 

 

METODE PENELITIAN 

             Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan hukum (comparative 

approach). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis substansi pengaturan batas 

usia minimum dan perlindungan hukum anak, sedangkan pendekatan perbandingan hukum 

digunakan untuk mengkaji praktik pengaturan batas usia minimum pengguna media sosial di 

Amerika Serikat dan Uni Eropa sebagai pembanding terhadap pengaturan di Indonesia. Bahan 

hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-

undangan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola 

Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) beserta peraturan 

pelaksananya, bahan hukum sekunder berupa doktrin, hasil penelitian, dan jurnal ilmiah, serta 

bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan 

hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri peraturan 

perundang-undangan, literatur, dan pemberitaan resmi terkait perkembangan regulasi terkini. 

Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif-normatif dengan metode 

deskriptif-preskriptif untuk memperoleh gambaran mengenai pengaturan hukum yang berlaku 

serta merumuskan rekomendasi penyempurnaan implementasinya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

               Pengaturan Hukum Perlindungan Anak Pengguna Media Sosial di Indonesia 

Pengaturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagai pengguna media sosial 

di Indonesia sebelumnya bertumpu pada tiga regulasi yang bersifat umum. Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak menempatkan anak sebagai subjek hukum yang wajib dijamin hak-haknya 

oleh negara, orang tua, dan masyarakat, namun tidak secara eksplisit menyebut media sosial. 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

memberikan kerangka hukum bagi aktivitas digital, termasuk larangan penyebaran konten 

berbahaya, tetapi tidak mengatur batas usia akses. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 

tentang Pelindungan Data Pribadi mengklasifikasikan data anak sebagai data spesifik yang 

memerlukan persetujuan orang tua dalam pemrosesannya (Herdianingtias, Samosir, & 

Wildana, 2024), namun fokusnya tetap pada pengelolaan data, bukan pada batas usia akses 

platform. Ketiga regulasi tersebut belum satu pun menetapkan batas usia minimum penggunaan 

media sosial secara eksplisit, sehingga terdapat kekosongan norma yang cukup lama dirasakan 

dalam sistem hukum perlindungan anak di Indonesia. 

               Kekosongan tersebut mulai diisi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 

tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP 

TUNAS), yang efektif berlaku sejak 28 Maret 2026 melalui aturan teknis Peraturan Menteri 

Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026. PP TUNAS mendefinisikan anak sebagai 

pengguna berusia di bawah 18 tahun dan mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik 

(PSE) untuk menyediakan informasi mengenai batas usia minimum layanan, menghadirkan 

mekanisme verifikasi pengguna anak, melakukan penilaian mandiri terhadap tingkat risiko 
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layanannya, serta menyediakan fitur pengawasan atau kontrol orang tua. Batas usia 

dikelompokkan ke dalam lima kategori rentang usia dengan batas terendah tiga tahun, 

sedangkan tingkat risiko layanan dibagi menjadi dua kategori—risiko tinggi dan risiko 

rendah—berdasarkan delapan aspek penilaian, antara lain potensi interaksi dengan orang tidak 

dikenal, paparan konten tidak layak, risiko keamanan data pribadi, potensi kecanduan, dan 

dampak terhadap kesehatan psikologis anak. Layanan yang menyediakan fitur interaksi digital 

seperti media sosial secara otomatis dikategorikan berisiko tinggi, sehingga PSE terkait wajib 

menonaktifkan akun pengguna berusia di bawah 16 tahun. Implementasi tahap awal menyasar 

delapan platform besar, yaitu YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, 

dan Roblox (Akbar, 2026). 

              Dengan terbitnya PP TUNAS, Indonesia kini memiliki instrumen hukum yang 

setingkat dengan pengaturan di Amerika Serikat maupun Uni Eropa, bahkan dari sisi ambang 

usia terlihat lebih tegas dibandingkan GDPR yang membuka opsi penurunan hingga 13 tahun. 

Pendekatan Indonesia juga tampak sebagai model hibrida: unsur verifikasi usia sejalan dengan 

semangat COPPA, ambang usia default sejalan dengan pendekatan GDPR, sedangkan 

kewajiban asesmen risiko platform mengadopsi logika Pasal 28 DSA. Namun demikian, 

terbitnya norma tidak serta-merta menyelesaikan persoalan. Sebagai regulasi yang baru 

berjalan kurang dari enam bulan sejak efektif berlaku, PP TUNAS masih menghadapi berbagai 

tantangan implementasi yang akan diuraikan pada sub-bahasan berikut. 

Perkembangan Terkini dan Tantangan Implementasi PP TUNAS 

            Substansi PP TUNAS secara umum dinilai telah berada pada arah yang tepat dan 

sejalan dengan tren global dalam perlindungan anak di ruang digital. Ketua Lembaga Riset 

Keamanan Siber CISSReC, Pratama Dahlian Persadha, menegaskan bahwa kewajiban 

platform menonaktifkan akun anak di bawah usia tertentu berpotensi menekan risiko 

perundungan daring, eksploitasi digital, dan manipulasi algoritma secara signifikan (Akbar, 

2026). Namun, tantangan utama implementasinya terletak pada kemampuan platform 

memverifikasi usia pengguna secara akurat. Mekanisme deklarasi usia mandiri yang selama ini 

lazim digunakan terbukti mudah dimanipulasi, sementara teknologi verifikasi berbasis 

kecerdasan buatan—seperti estimasi usia melalui analisis wajah atau pola interaksi digital—

masih memiliki keterbatasan akurasi dan berpotensi menimbulkan persoalan baru terkait 

privasi data. Penerapan sistem verifikasi usia secara menyeluruh juga menuntut kesiapan 

infrastruktur teknologi yang sangat besar, mengingat Indonesia memiliki lebih dari dua ratus 

juta pengguna internet (Akbar, 2026). 

            Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah potensi kesalahan klasifikasi akun. 

Sistem berbasis algoritma tidak selalu mampu membedakan secara sempurna antara pengguna 

anak dan pengguna dewasa, sehingga akun milik orang dewasa berisiko keliru dinonaktifkan 

karena dianggap sebagai akun anak. Dalam perspektif tata kelola digital yang demokratis, 

kondisi ini menuntut tersedianya mekanisme akuntabilitas berupa jalur banding atau verifikasi 

ulang yang transparan bagi pengguna yang dirugikan, agar kebijakan yang bertujuan 

melindungi anak tidak menimbulkan friksi baru antara platform, pengguna, dan negara (Akbar, 

2026). 

Di sisi lain, kebijakan ini turut menuai kritik dari kalangan masyarakat sipil. Amnesty 

International Indonesia, melalui Direktur Eksekutifnya Usman Hamid, menilai pembatasan 

akses media sosial secara menyeluruh berpotensi mengabaikan hak anak atas komunikasi, 
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akses informasi, dan ekspresi, termasuk hak anak untuk menyuarakan pandangan mengenai 

kebijakan publik yang berdampak langsung pada mereka. Larangan yang terlalu luas 

dikhawatirkan justru mendorong anak mengakses media sosial secara sembunyi-sembunyi 

tanpa perlindungan yang memadai, alih-alih benar-benar menjauhkan mereka dari risiko. 

Amnesty International merekomendasikan penguatan regulasi yang lebih menghormati hak 

asasi anak, seperti kewajiban uji tuntas bagi platform digital dan pengaturan desain platform 

yang tidak adiktif, dibandingkan pendekatan pelarangan yang bersifat kaku (Akbar, 2026). 

Kritik ini menegaskan bahwa efektivitas PP TUNAS tidak dapat diukur semata dari ketegasan 

norma, melainkan juga dari sejauh mana pelaksanaannya tetap menyeimbangkan aspek 

perlindungan (protection) dengan aspek partisipasi (participation) anak dalam ruang digital. 

Evaluasi dan Rekomendasi Penguatan Regulasi 

               Berdasarkan uraian sebelumnya, elemen-elemen yang secara konseptual diperlukan 

bagi pengaturan batas usia minimum—penetapan norma yang tegas, kewajiban verifikasi usia, 

persetujuan orang tua, kewajiban fitur keamanan platform, serta pengawasan negara yang 

terstruktur—pada dasarnya telah terakomodasi dalam PP TUNAS beserta Permenkomdigi 

Nomor 9 Tahun 2026. Dengan demikian, fokus persoalan bergeser dari sekadar ketiadaan 

norma menjadi kualitas dan efektivitas implementasinya. Pratama Dahlian Persadha 

merekomendasikan penerapan sistem verifikasi usia berlapis yang menggabungkan verifikasi 

identitas digital, konfirmasi orang tua untuk akun anak, serta deteksi perilaku berbasis 

kecerdasan buatan, agar akurasi verifikasi dapat ditingkatkan tanpa bergantung pada satu 

metode saja (Akbar, 2026). 

           Selain penguatan aspek teknis, regulasi ini juga perlu dilengkapi mekanisme banding 

yang cepat dan transparan bagi pengguna yang akunnya keliru dinonaktifkan, agar potensi 

pelanggaran hak pengguna dewasa dapat diminimalkan. Rekomendasi ini sejalan dengan 

masukan Amnesty International Indonesia yang menekankan pentingnya hak anak untuk 

didengar dalam setiap kebijakan yang berdampak pada mereka, termasuk soal akses ruang 

digital. Penguatan literasi digital bagi keluarga dan institusi pendidikan juga tetap relevan, 

mengingat perlindungan anak di ruang digital tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada 

regulasi dan teknologi verifikasi semata, melainkan memerlukan kesiapan kognitif dan 

pendampingan orang tua yang berkelanjutan. 

              Konsep penguatan regulasi yang komprehensif tersebut sejalan dengan prinsip 

kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), yang bersifat dua arah: melindungi 

anak dari risiko digital, sekaligus menjamin hak partisipasi dan ekspresi mereka tetap 

terpenuhi. Kepastian hukum dalam perlindungan anak di ruang digital tidak akan tercapai 

hanya dengan norma yang tegas, melainkan juga memerlukan mekanisme implementasi yang 

akuntabel, proporsional, dan responsif terhadap dinamika teknologi yang terus berkembang. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum 

perlindungan anak pengguna media sosial di Indonesia kini telah memiliki instrumen yang 

lebih konkret melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola 

Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) beserta Peraturan 

Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, yang menetapkan batas usia 16 tahun 

disertai klasifikasi risiko platform dan kewajiban verifikasi usia. Namun, sejak efektif berlaku 



 

Media Hukum Indonesia (MHI)   

Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane 

https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index 

     Vol. 4, No. 3, Oktober 2026 

                      e-ISSN: 3032-6591 

                                 pp 340-349 

 

 

Media Hukum Indonesia, 2026, Vol.  4, No. 3, P. 340-349 

pada 28 Maret 2026, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan signifikan, 

terutama keterbatasan teknologi verifikasi usia yang akurat, potensi kesalahan klasifikasi akun, 

kesiapan infrastruktur bagi lebih dari dua ratus juta pengguna internet, serta risiko pembatasan 

berlebihan terhadap hak anak atas informasi, partisipasi, dan ekspresi. Penelitian ini 

merekomendasikan penguatan mekanisme verifikasi usia berlapis yang menggabungkan 

verifikasi identitas digital, konfirmasi orang tua, dan deteksi berbasis kecerdasan buatan; 

penyediaan jalur banding yang cepat dan transparan bagi pengguna yang akunnya keliru 

dinonaktifkan; serta penguatan literasi digital keluarga dan sekolah, agar pelaksanaan PP 

TUNAS benar-benar mewujudkan perlindungan hukum anak yang efektif tanpa mengorbankan 

hak-hak dasar mereka di ruang digital 
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